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Abstrak
Momlitas &lm cit! hul'n sebagai idc ncg .a hukumbcnftik aolak dai dalm konsepir.Itta.t
dan The RuIe ofLsw szrt^ konsep rvono./a.? bahwa yrng diglnnkan sebaeai fakior pon€ntu
dllas penyelerggaman kekn.saan .dald 'roma atau huktrm. kaiela it , islilah nomokrasi itu
berkaitan qat dengan ide kcdaDl0rrn hukun atau prinsit-prinsip hnlam s€bagai kekuasaan
tertinggi. Mrteri 6uatm konstinBi-korr(itrsi lang sudal dan sedang l€rlaks sokarang ini
dikemas berdasarkan konsep rersebut srsrai dersm p€rkembmse zamaa (e.&) yang !,etap
berdasarksn konsep neg.n hukum yatrLr mcnda$sri Patrcasild ala.\ r'in*a Vcfate State.
Kata Ku n ci. r?.rhsraa, d^n the rnle ol tar. . tn hLknl
I. PENDAHULUAN
Bcrb ica.a tentang cillt hukum adalirh bemlaksud bahlva cita hukurn (Recr4
11ee dalam bahasa Belurlr) Negd a Rcpublik Ilrdonesia yang diproklama^sikan pada
tanggal l7 Aguslus 1945 bcrdasarkitn suanr icic kebangsaan yang bernafaskan
Ropublik Kcralryatan (Ilemokrasi) yang dirlirikan oleh pejuang-pejuang atau tokoh.
tokoh bdngsa melalui keaoggotaa r Il I'U I, K I yang bcrsumber dari berhagai daemh
bersemboyarl ".... ,ari rakyat, untuk rd(yat, oleh rah)at" maka kedaulatan
dilctakkan di tangan dkyat.
Sebagairnana yang dituangkan dalam UUD 1945 sebagai hasil produk politik
huknm yalg periama oleh tokoh bangsa Indonesia tcrscbut dan menginginkar bahwa
cita-cita ini dirumuskan secara sinqkal brhu a negara Indonesia adalah Negara
Hukum danjuga oleh pendiri-pcndiri b:ngse trldonesia ini ditu:nukan dalam t uD
1945 scb^gai Staal Joudamenl lYor m, vntuk mempcrtegas bahwa c iri-c iri tokoh
dari "Cita I lukum" Negauir Repub lik I ndoncs ia yang baru dibentuk dan didirikan
ketika itu, untuk tidak saja mcrgakhiri penjajahnn tetapijuga untuk mencegah
tcrulangnya penderitaan masyamkat cdairfi yiurS didirikan oleh elsploitasi manusia,
penindasan dan penyalahgr-rnairn kekuasan. Menuut Mochtar Kusumaatmadja ada
2 (dua) h$l ydng menjadiprinsip cit.l bukum, yang pertama, adalah bahwa dalarn
ncgara hul:um, kekuasaan it1L tidak tanpn batas. artiDya kekuasa::n itu tunduk pada
hukum, sccara populer dikalakan bahwa ncgara huklm adalah negara yang
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bedasar*an atas hukum dan kekuasaan harus tundukpada huhrm. Kedua, a lalah
bahwa dalam negara hukum semua orang sama di hadapan hukum tidak ada kecuali
dengan kata lain hukum memperlakukan s€mua orang sama t npape6edaanyalu
didasarkan atas ras / ketururadagama, kedudukal sosial dall kekayaan (Mochtar
Kusrunaatrnadja, 2006: I 80).
Perumusan hak dan kedudukan warga negara dihadapaa hukum ini
merupakar penjelmaan dari salah satu sila Pancasila sebagai falsafah danjuga
sebagai Moralitas Negara Republik Indonesia, Yahi sila Kelima Keadilan Sosial
Bagi Seluruh Rakyat Indonesir.
Dengan demikian kedudukan seorang warga negara dalam hukum di
Indonesia yang be$€dtuk Republik yang demokratis, berlainan sekrli dengan egara
yang berdasa*an sugemasi rasial, maupun berdasarkan agam4 negara kemajuan
(feodal) atau negara kapitalis dan bahkan beberapajenis masih ada di berbagai
negara di dunia sampai sekarang ini.
Negara Kolonial Belanda yang nelah*an pemerintahan bekerja sama
dengan raja-raja, golongan pribumi dan kaum atau golongan feodal lainnya
merupakan suahr negara tau masyamkat feodal, Negara dan rnasya€kat ini dilnpus
oleh revoluasi rakyat yang dicetuskan oleh Proktamasi 17 Agustus 1945, yang
selain mencanangkan dimulairya perjuangan politik unbk mencapai kemerdekaan
merupakan permulaan dari suahrrcvolusi sosial yang menghapuskan kedudukan
istimewa golongan sosial dalam masyarrkat yang didasarkan oleh ketulunan dan
sejarah.
Moralitas dalam cira hukum sejak proklamasi kemerdekaan lndonesia
mengalami masa pa^sang surlt berdasarlsm konstitusi-koistitusi yEE sudah b€eanti-
ganti sehingga pa yang dikatakan Mahfud MD bahwa konsep negara hukum itu
sendiri memiliki sifat,4n rbot os, sehingga dapeftedaan antara satutradisi dengan
h:adisi yang lair/cra yang satu dengan era yang lain (Moh Mabftd MD, 1999:125).
Lebih lanjut dikatakan bahwa ambiguitas tercebut pada gilirannya
menimbulkan implikasi yang tidak sedertran  akan penegakan hukum (Moh Mahfird
MD, 1999:25). PeDdapatinipenulis sangat setujq sebab sering terjadi antarlembaga
penegak hukum yang satu dengan lembaga penegak hukum yang satu dengan
lembaga percgak bukum yang lain menggunakan acuan yang berbeda sehingga
dalam hal-hal yangjelas bertedtangan dan semuanya mengakui bahwa perdapat
dan sikapnya didasarkan pada pinsip negara hulorm sebagai moralitas cita hukum
sebagaimana y ng diuraikm tersebut di atas, s€jak I7 fuusus I 945 sampai dengn
sekaiang ini negara Republik Indon€sia sudah benrmur 64 tahun lebih psljalanan
cita hukum dalam praktek sesuai dengan irama konstitusi yang sudah b€rubah-
ubah mulai dari UUD 1945, Konstitusi RIS 1945, UUDS 1950. maka dalam tulisan
ini menyangkut permasalahan, bagaimana moralitas dalam cita hukum m€nurut
konstitusi yang pemah dan sedang berlaku di lldonesia?
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II. PEMBAHASAI{
A- Konsep Negara Hukuo
Cita hukum atau ry'ee negara hukum, merupakan suatu hal yang sangat
urgen dalam suatu hukum sebagaimana di hdoDesia, cita hukum bersumber dari
dua istilah kons€p nec hstaat dan The Rule of Law selain dari dua konsep ini
yaog b€rkaitan dengan konsep Nomouacy yutg b€rasal dari pe*ataad lforrrJ
dan O?t s, Pe*atan nomokrasi itu dapat dibandingkao derLgaidemos diicrstos
at^r Lratien, dalaor demokasi ,rorros berarti norma sedangkan crcras adalah
kekuasan yang berarti digunakan sebagai fa.llor penentu dalam penyetenggaraan
kekuasaan adalah norma atau hukum (JimlyAsshiddiqie, 1984:25).
Oleh karena itu istilah nomokrasi tu be*aitan erat dengan cita atau ide
kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. AV Dicey
berpendapat dalam istilah Inggds bahwa kedaulatan dan prinsip hukuminlea/
Zo, yang be*embang di Amedka Serikat menj adi,jugorr The Rule oflow atut
notofman yax'gdiaftgfiap sesunggulnyapemimpin itu adalah hukum itu iendii
bukan orang (VanApeldor4 1986:307). Hal semda dengalpendapat Plato dalrm
bukunya berjudul Noraoi yang kemudian ditedemahkan ke dalam bahasa Inggris
dE tganjfild ne Iatsjelas tergambar bagaimana ide nomokrasi ifu sesungguhnya
sejak lama dikembangkan dalam Yunani Kuno.
Dalam perkembangan istilah konsep negara hukum di zaman modem di
Eropa Kontinental yang dikembangkan oleh Immanuel K&[t, Parl Lebonq
Yulius, Stahl, Fichte dan lainJain dengan menggunakan istilah Jerman yaitu
Rechtsstaal sedangkan dalam hadisi Anglo Amerik4 konsep negara hukum
dikembangkan atas pendapat AV Dicey denganistllahThe Rtle oflab'.
Menurut Stahl konsep negara hukurn yalrg disebut dengan istilah
-R"crrssraat i u mencakup 4unsw-unsur penting yaitui
l) Perlindungan hak asasi manusia
2) Pemerintahanberdasa*an
3) PeradilanTatausahaNegara(Jin yAsshiddiqie, 1984:25).
Menurut AV. Dicey bahwa cid-ciri penting dalam setiap negara hukum
yang disebut dengan istilah The Rule of Lq$' yaibr (l) suprenacy of law (2)
equality before the lau' (3) due process o/law dan kemudian dikembangkan
lagi pada zamarr modem sekarang ini oleh Ii e Inte ational Commision oI
Jr./ist bahwa prinsip-prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip
peradilatr bebas dan tidak memihak (independence and impaniality of
yudiciary) yngpadazaman sekarang ini makin dirasakan dan diperlukan dalam
setiap negara dernolcasi (Jtr yAsshiddiqie, 1998:20).
Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting negam hukum menulut Ztre
Intemasional Commision of Jurisls itu adalah (I ) negara harus tunduk pada
hukum (2) pemerintah menghormati hak-hak individu (3) peradilan yang bebas
dantidakmemihak(Jirr yAsshiddiqie, 1998:22). Sedangkan Utrechtberp€ndapat
bahwa negara hukum dapat dibedakan melalui dua pengertian yaitr negara hukurn
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daiam (l ) arti formil yang berarti sebagai negara hukum klasik, dan (2) negara
hukum dalarn arti matsrial png diartikan sebagai negara hukum moderq lebih lanjut
dipeiegas bahwa negara hukum formil menyangkxpengetian hr:kurn yang bersifat
sempit yakni dalam peogertian perdturar perundang-undangan secara tertulis,
sedangkan yang kedua yaitu negara hukum materil yang lebih mutakhir mencakup
pula pefgertian keadilan yarg ada di dalamnya (Utrech, 1962:9). Hal senada
dikataka[olehwofgangFriedmandalambukunya Law t a changing sociely,
membedakan antara 'rr Ia of lsw dalan€dtjfonrnlyutJdalamarti organizedpublic
powet d^t Rule oflatr dalam arti material yaitu The Rule ofJust Law (Utxech,
1962t12).
Berdasarkan uraian di atas yakni menurut pendapat-pendapat para ahli
dalam mengartikan balwa konsqr negara hukum itu, keadilan tidak serta mertre
akan tenaujud secaxa substantii terutama karcna p€IEertian orang mengenai hukm
materil,jikahukum secara kaku dan sernpit dalam arti peratumn perundang-undangan
semata, niscaya pengertian egara hukum yang dikernbangkanjuga bemifat sernpit
dan terbatas erta belurn tentu menjamin keadilan substantive. Oleh karena itu di
samping istilah Tle,Rz le ofLaw olehFriedman juga dikembangkan istilah 7,e
Rule ofJus, Lolr'rxtukmernastikan bahwa dalam pengertian kita sebagai pedoman
l€rfat],gTheR le oflaw tercakup engertian keadilan yang lebih esersial daripada
sekedarmemf.rngsikan peEturan perundang-undangan dalarn arti sernpi! kalawun
istilah yang digunakan tetap The Rale of Lary tetapi pengertiai yang beGifat luas
itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah fl, e Rule of Late yar'g digorrakar'
untuk menyebut dan konselrsi te[tang negan hukum di zaman sekarang ini dan
sekaligus ebagai moralitas cita hulom atau ide hul.um.
Menyimak kembali pendapat JimlyAsshiddiqie yang berpendapat bahwa
merumuskan kembali adanya 13 (tiga belas) prinsip pokok regara hukum
(Rech'sstaat) yang berlaku di jaman sekaraog ini- Ketiga belas pdnsip pokok
tersebut merupakan pilar-pilarutama yang menyangga berdiri tegalorya satu negara
modem sehingga dapat disebut sebagai negaia h*]j:.m(The Rulc oflaw) atatryxt
Rechtstaa, dalam arti yang sebenamya, sebagai bedkut : (l) supremasi hukum
(supremacy law) (2) persamaan dalam hukum I equality bqfore the law (3) asas
legalitas/due process of /dn f4) Pembatasan kek\asu\da,lamftngka checht and
,a/an ses (5) organ-organ eksekutifindependence (6) peradilar bebas dan tidak
memrhak (independent dnd impartial judicia4,) (7) pemdilarr tata usaln negata
(ddministuative cozrr) (8) Peradilan Tata, Negafi./Contitusional Courts (9)
Perlindungan Hat Asasi Manusia (10) Bersifat demokrasi (Democratische
Recrlsrtdat) Manusia ( I I ) Berfingsi sebagai sarana mewujudkan tujuan negara,/
Werare rechstaat (12) Tnnsparansi dan Kontrol Sosial ( I 3) Berketuhana.n Yang
Maha Esa. (www.pemantauperadilar.com).
Hal senada yang diuangkapkan Mattfud MD bahwa konsep negara hukwn
yang bertitik tolak daxi dua istilah yang bergandqtganyaknt Rechtsstaat dar\ The
Rule of Lare.Walatpwkeduanya mempunyai tumpual masing-masing yang
berbeda konsepo ltecrtsstoat mengutamakan pri]]6ip wetmatige heid yang
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kemudianmenjadi tracrtratigeheid,Sedan*^n The Rule of Law neni4tamakan
equility before the law (Moh Mahtud MD, 1999:7). Sehingga dengarr adanya
pededaan ini yang medtikberatkan kepada pengopemsian itu, maka kedua kons€p
ten€hnjuga merinci ciri-ciri yang be6eda sebagai berikut:
l. Adanya pedin&ngal tchadap hak-hak asasi manusia
2. Adanya pemisahan dan pembagian kekuasaan egara untuk menjamin
perlindugan hak asasi manusia
3. Pemerintahan berdasrakan peraturan dan
4. AdaDya p€radilan a&ninistcasi
Sedangkan cti-ciri ?, e Rule oflaw adalzbl.
1. Adanya suprernasi atunn-aturan hukur
2. Adanya kesaman kedudukan di depan hukurn dan
3. AdanyajaminanperlindunganHAM(MohMahirdMD, 1999:128-129)
Dip€rtegas bahwa ciri-ciri yang berMa tenebut diidentifikasikan adanya
persamaan dalam konsep tersebut yald sama-sama berintikan pada upaya
n€mbedkarpedindrDganlqgi hakasasimaus4utukitlhafl.Ediadalanpenisahan
atau pembagian kekuasaan di dalam negara supaya pelanggan hak asasi marlusia
dapat diminirnalisasi atau dicegah (Moh Mahfud I'rtr), 1999:129).
Bedasa*an urdian teN€but melalui podapat-pendapat hli dapat dialalisis
bahwakonrp negara hukum sebagai nolalitas dapal diintiMrikan bahwa cita huhm
itr sendiri baik yang dikenbangkan mglalui gegasan egara dr:nnkrast(den ,cracy)
maupun yang diwujudkan melalui gagasan egara hulum (nomokrasi) bermaksud
atau bertujual untuk meningkatkan kesejahteraan umum sebagaimana cita-cita
nasionEllndonesi4yangdinmusk ndalanPemhkamttUD 1945yaloimelindugi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan
kesejahteraal umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam
melaksamkn k€tertiban dunia dan setlrusDya-
Dengan 4 (empat) tujuan tersebut maka dapat tercapai masyarakat adil
danmalorrltr sehingga ltukAsasi Manusiatedindsgi, maka cita hukrrn sebagaima&
dijelaskm di atas adalahprirsip utama menegakkan keadilan dan keberaran sebagai
konsQ hukum dalam arti material sehingga sik4/nomulitas merniliki menegakkan
keadilan barus lebih diutamakan daripada manegakkan hukum, dengan kata lain
bahwa konsep negara hukum sebagai cita hulorm bukan hanya menegakkan hukum
dalam arti formal yakni hanya berdasarkan pada peratumn yang kaku (dalil-dalil
hula.m) tetapi menusuk rasakeadilan (tidak mendukung keadilan) afaD mernbunuh
keadilm tetapi kons€p hulamyabg material adalah lebih membangun keadilan yang
dapatmelindungi HakAsasi Manusia-
B. Cita Hukum Dalam Sejarsh Kotrstitusi di Indonesia
Sistem ketatanegaraan yakni melalui siste konstitusi negara Republik
Indonesi4 bahwa cib mora.litas dalam cita hulalm lnedurut konstitlsi-konstihtsi yang
pemah berlaku dan yang sedang berlaku sekarnag ini setelah amandemen ULiD
195 menjadi bagian 1'ang tidak terpisahkan dari pe*embangan mgasan kerrgaraan
Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalarn Pasal UUD 1945 sebelum
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p€rubaban ide negara hukun tidak dimmuskan secara eksplisit (secard tertulis dalam
Pasal-pasalnya) tetapi da.lam penjelasan ditegaskan bahwa lndonsia menganut Ide
Rechtsstast,b.uk?dJ. Maclrtsstaar, sedangkan dalam Konstihrsi RIS Tahun 1949,
ide negara hukurn itu bal*ar tegas dicantuokan. Demikian pna dalam UUD 1950,
kembali rumusan bahwa lndonesia dalah negara hukurn dicantumka[ d€ngan t€gas
(Jirnly Asshiddiqie, 2004). Dalam perubahan ketiga tahun 2001 terhadap UUD
Negara Republik lndonesia Tahun I 945, ketentuan mengenai ide negara hukum
atau cita rcgaia hukum dica[hrmkan dengan tegas, di mana dengan perubahan ini
telah menghapus istilah negara hukum sebagai Rechtsstaaltbl*en Machtsstaat
yang ada dalam Penjelasan UUD 1945 sebelum dirubah (amandemen) tersebut.
Untuk lebih memahami perubahan konstitusi-konstitrrsi yang ada di negara Indonesia
dapat lebih memalni moralitas dalm cita hukum sebagai berikut:
1. Moralitas dalam Cita Hukum dslam UUD 1945 (sebelumAmandemen)
Dalam Pasal-pasal (Batang Tubuh) UUD 1945 secara eksplisit idak diatur
mengenai cita hukum, tetapi dalam Pembukaan secara implisit terkandung dalam
alinea keempat demikianjuga diatur dalam pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan
tI.lD 1945 yarymenmuskandengan padat sekali tsntangtujuan dar prinsipprinsip
dasar untuk mencapai tujuan bangsa Indonesia setelah menyatakan dirinya merdek4
tujuan n€gara / ide bangsa Indonesia unhrk mencapai masyarakat yang adil dao
makmur sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Dalarn penjelasan UUD 1945
tedapat sistem pemerintahan melalui 7 (tujuh) kunci pokok : kurci yang pertana
adalah Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (-Recitsstadt) tidak
Masadim aras kekuasan bt-laka(Ma.ha$otl\}lil ini mengandmg arti bahwa
negam hukum dalarn rangka melaksanakan tindakan apapun hams dilandasi oleh
hlalfr|.
Tekanan pada hukum (iRecfu) di sini sebagai lawan dari kelansamt(Mdcht)
prinsip dari sistern ini di samping akan tampak dalam runusan pasal-pasalny4jelas
sejalan dan merupakan pelaksanaan dari pokok-pokok pikiran yang terkandung
dalam Pembukaan ULID 1945 yang diwujudkan oleh cita-cita hukum (RscfuSide€)
yang menjiwai UUD I 945 dan Hukum Dasar yarB tidak tertulis. Sesuai dongan
ssnangat dan ketegasan PembukaanUUD l945,jelas bahwa negara hukum yang
dimaksud bukanlah sekedar sebagai negara hukum yarg dalam arti formal, lebih-
lebih bukadah banya sebagai Polsi lalu lintas atau s€bagai Polisi Penjaga Malam
yang menjagajangan sampai terj adi pelanggaran dan merindak para pelaflggar
Hukum. Pengertian egao hukum merrurut llUD 1945 adalah negan hukum dalam
arti 1uas, yaitu negara hukum dalam arti material, negam bukan saj a melindungi
segenap bangsa Indonesia dan seluruh hrmpah darh Indonesia, tetapi j uga harus
nemajuka. kesejahtemanrumm danmencerdask nkehidupanbangsa(Penjelasao
rr'rjD r 945).
Dengan landasan dan semaogat negara Hukurn dalam arti ntaterial ih.L setiap
tindakannegaraha slahmempertimbangkandankepentingan at upunlandasarL
ialah kegunaannya (Do e I mati ge hei d) dm larfiarBnht]kwr-l],y a (Re c htrut ti ge he id)
hanx selalu diusahakan agar setiap tindakan rcgara (psnerintah) itu selalu memenuhi
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kedua kepentingan atau landasan teNebut dengan d€mikian bahwa cita hukum
memrut UIID 1945 sebehtm dirubah tetap memibak padakepenthgan masyatakal
s€bagai ide dan u.Uuann€gaaR€publiklndonesia ydloi mrsyaakat adil dan rlal<rltru.
2. Moralitas dalrm Cita Htrkum Meuurut Kolstitusi RIS
Sejalatr denganpasang sunrhya gelombang Revolusi Indonesia sesudah
Belanda melancartcan agresi militer sampai dua kali unnrk menjatuhkan Republik
lndonesia, H8t kuahya iasa persatuan antara Republik Indonesia dan daerah-
daerch De Fqcto b\at^rr Belanda di luar Republik Indonesia dalam
perkembaqannya peduangan bangsa lodonesia berhasil mengadakan Konferensi
Meja Bundar (KMB) di Kota Den Haag (Belanda) dan bersarnaan dengan itu
disusun Konstibsi Republik Indonesia Serikat selanjubF disebut dengar Konstitrsi
RIS pada 
"negal27 Desenber I%9 yang tedni dari dEbagianyahi Mukadimah
dan Batang Tubuh yang terdiri dari 6 Bab dan 196 Pasal.
Cita hukum dalam Korstiflsi hi s€carajelas diahn sebagai Moralitas yang
merupakan ide hukum mulai dari Mukadimah bahwa, .,... untuktnewujudltan
fu b a h a gi a an ke s ej ah t eraan p erd am a i an d a n keme rd e kaan da I am m aiy ar akat
dan ,regara Hulam Indotesia Merdeka yang berdaulat sempuma, selanjutrjlya
dalam Pasal I Ayat ( l) Republik Indonesia Serikat yang m€rdeka dan berdaulat
yaitu suatu negars hukrrm yang demolaasi dan be6enhrk demolcasi.
Konstitusi RIS ini beffld dari hasil ke{asam dengan bedagai negan 1ai4
terutama B€land4 dan ide n€garahukum pertama di Intodusir dalam ketatanegalaan
Hindia Belanda melalui Regenfugsrcgbmmt @R) Tahun I 854. Untuk itu dalam
memahami negara hukum Republik lJdonesia hendaklah disadari bahwa ide
rcchastaa''lte'r]!1myai,pengaruh yang cukup besar dan di sisi lain kecendenugan
nasional untuk merumuskan suatu konsep negara hukum yang khas Indonesia
(Philipus M. Hadjoa 1996:77.). Ide ldas tqs€but a aralaintedontardalamgagasan
yang digwnkan sebagai negara hukum Pancasila tau negam hukum bedasarkan
Pancasila yang lebih melindungi Hak Konstitusi RIS ini, t€tapi karsna Konstitrsi ini
tidakHakusecaramenyelu hdiwilayahlndonesiakarenakonstitusinegarapada
waltu itu belum stabil danul-rD 1945 secara legalitas masih berlaku mtuk beberapa
wilayah negara hdones4 sehingga koristitusi ini hanya hal|an satu tahun.
3. Moralitas Citr Hukum Menurut UUDS 1950
UL'DS 1950 terdiri dari &a bagian antara lain (l) Mlkadinah yang terdii
dari 4 alinea dan (2) Bat ng Tubuh yang terdiri dari 6 (enam) bab dan 147 Pasal.
Konsritusi ini merupakar ladutan dad Konstitusi RIS. PadaUUDS 1950 ini dengan
jelas diatur tenrang konsep cita hukum yalmi dalam Mukadimah bahwa, . . .. lrfr,t
mewujudka kebahagiaan, kesejahteraan, perdamaian dan kemerdekaan
dalam masyarakat dan ,tegarq huhumi Indonesia yang merdeka yang
betdaulat, semryrna,kemtdian dalam Pasal I Ayat ( I ) ditegaskan bahwa Republik
yang merdeka dan berdaulat ialah suatu negara hukum yang demokatis dan
berbentuk negara kesatuan. Moralitas cita hukurn pada saat bsrlakunya L\lD ini
sama dengan dua konstitusi di atas yang bertitik tolak dari perkataan ide negara
hukum yang terkait dengan pf.IkaaariNontocrasiyaf]g dilakukan sebagai penertu
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dalam penyelenggaran pemerintahan adalah idc kedaulatan hukum ylang leb'ir t'nggi
atau kekuasan prinsip hukum yang dilaksanakan secara demokrasi dan lebih
m€nekaDkan t€rhadap erlindungan HakAsasi Manusia (HAM sama halnyad€ogan
Konsdnrsi RlS, moralitas cita huhun dalam dua konstitrsi ini lebih t€gas p€ngd[atmya
t€rhadap HAM, ketentuan-ketentuan yang mengatur HAM pada UttD Sern€Nfara
1950 ini dimuat secaB Ltusus dalam bagian V Pasal 7 - 34 UUD yang pada <iasanrya
ide dasar mmgenai IIAM dalam UUDS 1950 ini banpir sehrmhnya mengambil dari
k€tentuan Konstitusi RIS (BagL Manaa 2001: I I l-ll2).
Dengan d€mikian moralibs citahukun yang ffiran€ dalan konstitusi ini sudah
m€{tamin adanpp€rljndungan te$ade hak-hak indivifu sebagimana korsep negara
huhlml'aDgs€sungguhnya.
4. Moralitrs Cita gukum Pasca AmandeEen UIJD 1945
Sebagaimana dijelaskan di atas bahwa s€belum Amandemen IJIID 1945,
istilah negara hukum secara eksplisit idak diatur dalam Pasal-Pasal (Batang Tubuh)
UUD 1945 walaupun s€card implisit dapat dilihat dari beberapa pasal yang mewamai
p€rlindungan hukum terhadap hak-bak asasi manusi4 yakni dala Pasal 26 sampai
dengan Pasal 34, tetapi di dalam penjelasan tegas mengatu konsep negar"a huhrm
sebagaina& dijelaskarf demikianjuga dalam Pembukun UUD 1945 secan irrylisit
dapat denganjelas dipahami bahwa Konsep negara hukum ada tertuang di dalatrtnya.
Perubahan ketiga tahun 2001 terhadap ULJD Negara Republik Indonesia
tlhun 1945, ketentuan mengenai cita hukum yakni konsep negara hulcrm kembali
dicanturnkan dengan tegas dalam Pasal I Ayat (3) yalgbe$\ni negaft Indonaia
adalth negara hukum.
Bedasa*an kenyataan pada dasamya s€tiap konstitusi negaayang lahir
pada abad ke I 9 sampai abad 20 sebagai negara modem telah m€mbenahi isi materi
muatan konstitusinyaseca.ra rinci, sebagaimanapendapafpendapat paraabli. Sesuai
dengan yang dijelaskan di atas, sebagai konsep negara hukum mempunyai beberapa
ciri-cfui atau unsur-unsur yang harus ditraogkan dalam rumusan konstitrsinya sebagai
pedoman, ada yang berpendapat hans 3 msur dan 4 unsur sebagaimaoapeodapst
Jimly Asshiddiqie unsur negam hukum harus 13 (tiga belas) sebagai tuntutan
penerapannya sesuai dengan situasi dewasa ini, dari semua pendapat ahli yang
b€rpsodapat t€nhng unsur-unsur hukum da.lam ide hukum sebagai monlitas seoar$iasa
mercanturd€n pengahuan IIAM pada bab atau bagianyang lebih kiusus, atau lebih
menggaris bawahi tentang I{AM, sebagaimana Konstitusi RIS dan UUDS 1950,
demikianjuga pasca amandemen Gerubahan) kedua UUD 1945 mengatur HAM
dan meletakarmya pada BAB XA tentang HAM yang dimulai dad pasal 28A sanpei
dengan Pa.sal 28J, sudah baEng t€ntu lebih luas p@gahran HAM PascaAmandenen
dibanding sebelum Amanden 1945, dengao demikianmoralitas cita hukum lebih
m€ngahrterltadap erhldunganHAM.
Itr. PENUTTJP
Pentingnf p€rnikiranteftadernatedmuafankoristitusiyangmenggamba*an
momlitas cita hukum yang digunakan sebagai dasatfundamental aotm dalarr
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penyelenggara! pemerintaha! yang b€rtitik total dari cita-cita bangsa dan negara
yakni bangsa Indonesia yang berna&skan Pancasila" Unsur-unsur yang t€dsndung
dalam gagasan oegara Hularm Modern.
Sebagaimanayang diuraikan di atas melalui 4 (empat)jenis konstihDi }?ng
telah dan saat bedaku sekanng ini. MoIalihs cita huhrn yary mewamainya dalah
semua isi sila-sila Parcasila yang dapat mcndasari penataan
secara keseluruian yakni Wefare &de.
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